SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah

Mengingat

Kabupaten Bulungan Nomor Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5507); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 5);



16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2017 Nomor 30);

17. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2018 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 29);

19. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
Pendapatan :
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 116.604.212.249,61
2. Dana Perimbangan Rp 844.880.074.167,00
3. Lain-lain Pendapatan yg sah  Rp 148.636.594.674,28
Jumlah Pendapatan Rp1.110.120.881.090,89
Belanja :
1. Belanja Tidak Langsung :
a) Belanja Pegawai Rp 423.201.322.611,00
b) Belanja Hibah Rp 34.919.508.460,00
c) Belanja Bantuan Sosial Rp 495.000.000,00

d) Belanja Bantuan Keuangan
KepadaProvinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan
Desa
- Belanja Bantuan keuangan Rp135.114.511.000,00
Kepada Pemerintah
Daerah/ Pemerintah Desa
Lainnya
- Belanja Bantuan Keuangan Rp 527.420.772,65
Lainnya
e) Belanja Tidak Terduga Rp 0,00

Rp 594.257.762.843,65
2. Belanja Langsung :
a) Belanja Pegawai Rp 43.289.786.340,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 318.069.381.454,98
c) Belanja Modal Rp 200.631.037.425,82

Rp561.990.205.220,80
Jumlah Belanja Rp1.156.247.968.064,45
Surplus / (Defisit) Rp (46.127.086.973,56)
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3. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan Rp 147.677.052.131,59
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 147.677.052.131,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 101.549.965.158,03
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

P Kepala Bagian Hukum, Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI BULUNGAN,

ttd

E.SALLATA, SH..MM SUDJATI
Pembi TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,
ttd

SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 26



